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Pemilihan Bupati Aceh Besar telah terselenggarakan, namun peneliti
menganggap bahwa dalam proses penyelenggaraan yang lalu, banyaknya
pelanggaraan- pelanggaran yang terjadi di lapangan, perusakan APK merupakan
pelanggaran yang sampai saat ini belum ada penyelesaian hukum. Panwaslih sebagai
badan pengawas pemilu di suatu daerah memiliki kewajiban untuk melakukan
pengawasan secara maksimal terhadap keberlanjutan dalam s febuah pemilihan.
Panwaslih harus menjadi badan pengawas independen dan dapat memberi harapan
kepada peserta dalam pemungutan suara, sehingga sikap teror atau perusakan lainnya
menjadi tanggung jawab Panwaslih untuk menyelesaikannya sebagai supremasi
hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Panwaslih terhadap
penyelesaian konflik pemilihan di Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui
faktor-faktor yang menjadi kendala Panwaslih dalam menyelesaikan konflik. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan perilaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih memiliki peran aktif dalam
menindaklanjuti kasus pelanggaran, namun karena kurangnya bukti, Panwaslih
menggunakan metode pencegahan konflik dan mediasi untuk meminimalkan konflik
antar pendukung. Berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslih harus menjadi panitia
pengawasan pemilihan kepala daerah harus memiliki sikap netral dalam menjalankan
tugasnya, semua tindakan yang melanggar hukum dalam pemilihan harus
ditindaklanjuti sebagai bentuk penegakan hukum dan memberikan pencegah
berdampak pada pelaku pelanggaran. Pemerintah Aceh Besar harus memprioritaskan
dana yang cepat dan memadai kepada panitia pemantauan, melihat luasnya,
pemerintah harus bersinergi dengan panwaslih untuk mencapai pemilihan kepala
daerah Kabupaten Aceh Besar yang bersih, jujur, adil dan bermartabat
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